ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kesesuaian Peraturan Daerah Bangkalan No. 8
Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum BPR dengan prinsip Magasid Khas Al-
Mu'amalah menurut Abdullah bin Bayyah. Kajian ini dilakukan untuk melihat
sejauh mana regulasi daerah dan praktik operasional BPR Syariah SPM Bangkalan
mencerminkan lima prinsip magasid, yaitu ar-rawdj (perputaran harta), a/-wudih
(transparansi), a/-hifdz (pemeliharaan harta), ar-tsabat (keutuhan harta), dan a/-‘adl
(keadilan). Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis
empiris melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa penerapan Perda serta praktik layanan BPR Syariah SPM telah
sesuai dengan prinsip-prinsip magasid, terutama dalam aspek distribusi dana,
transparansi laporan, pengawasan aset, dan keadilan bagi nasabah. Temuan ini
menegaskan bahwa regulasi daerah mampu mendukung terciptanya tata kelola

keuangan syariah yang berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat.
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